
65 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat di ambil 

beberapa kesimpulan bahwa : 

1. Jumlah surplus (deficit) anggaran APBD dengan menggunakan 

analisis PMK No 72 Tahun 2006 maka jumlah APBD kabupaten 

Banggai mengalami surplus. Dimana jumlah surplus daerah 

kabupaten Banggai selama tahun 2010-2014 mempunyai trend 

peningkatan. Rata-rata peningkatan jumlah surplus daerah 

kabupaten Banggai setiap tahun sebesar 941,2 juta rupiah. 

2. Secara umum jumlah pinjaman daerah kabupaten Banggai selama 

tahun 2010-2014 mempunyai trend penurunan namun dalam dua 

tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pinjaman daerah 

kabupaten Banggai. Rata-rata penurunan jumlah  pinjaman daerah 

Kabupaten Banggai setiap tahun sebesar 457,5 juta rupiah. 

Ditinjau lebih dalam lagi pemerintah Kabupaten Banggai selama 

tahun 2010-2014 memperlihatkan trend peningkatan dari tahun 

ketahun. 

3. Surplus (defisit) APBD dengan menggunakan pendekatan PMK 

No. 72 Tahun 2006 kabupaten Banggai memberikan dampak yang 

cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kabupaten Banggai. Untuk 
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mengetahui dampak Surplus (defisit) anggaran APBD terhadap 

pinjaman daerah, digunakan APBD dari tahun 2010, 2011, 2012, 

2013 dan 2014. Dimana semakin tinggi jumlah surplus APBD maka 

jumlah pinjaman daerah semakin rendah ini berarti bahwa sebesar 

64% perubahan jumlah pinjaman daerah Kabupaten Banggai 

periode 2010-2014 dipengaruhi jumlah surplus (defisit), sedangkan 

sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel lain. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil  penelitian maka perlu diungkapkan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Banggai seharusnya lebih meningkatkan 

pendapatan, misalnya dengan mengintensifikasikan pendapatan 

khususnya untuk pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih banyak 

mengeluarkan peraturan tentang tatacara pengelolaan PAD, dan 

mencari titik potensial daerah baik dipusat terkonsentrasi misalnya 

pusat perdagangan maupun didalam dunia bisnis. 

2. Jika dilihat dari segi belanja, pemerintah Kabupaten Banggai 

seharusnya lebih mengurangi pengeluaran (belanja), misalnya 

mengoptimalkan proses pengawasan belanja, lebih memfokuskan 

belanja untuk tujuan dan sasaran yang jelas bukan untuk tujuan 

menghabiskan pendapatan, lebih banyak mengupdate standar-
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standar yang berhubungan dengan biaya agar pemerintah tidak 

melakukan pinjaman daerah secara berlebihan. Mengingat 

pinjaman daerah sangat beresiko bagi suatu daerah. 

3. Dalam hal pembiayaan surplus (deficit) anggaran, seharusnya 

pemerintah lebih meningkatkan penggunaan dana cadangan, 

memperbanyak investas ipemerintah yang dapat menghasilkan 

dividen dan bunga. Mengingat pinjaman daerah sangat beresiko 

apabila pemerintah terus-terus melakukan pinjaman daerah. 
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